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PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu
dilakukan pengaturan kas lain di bendahara pengeluaran
dan penyempurnaan perhitungan penyusutan barang
milik daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 Tahun 2014
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan
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12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2009);
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 47
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU.



Pasal I

1) Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada Kebijakan
Akuntansi Akun Nomor 01 Kas dan Setara Kas diubah
sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

2) Ketentuan Lampiran II pada Kebijakan Akuntansi Akun
Nomor 05 Aset Tetap huruf B angka 22 e, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

e. Perhitungan Penyusutan dilakukan bulanan, terhitung

sejak masa perolehan barang milik daerah.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 November 2017
WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 07 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 37
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA BENGKULU NOMOR 47 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU.

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 01 KAS DAN SETARA KAS

I. UMUM

A. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk

mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan

pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam

laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup

1.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara
kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk
entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak

termasuk perusahaan daerah.

2. Kebijjakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset
pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran
dan pengungkapan aset.

C. Definisi

1.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang
Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan
pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas
yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang

pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
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Kas antara lain terdiri dari :
a. Kas di Kas Daerah.

Kas di Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung

jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu rekening-rekening

bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung
penerimaan dan pengeluaran.
b. Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu

saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya

berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu

saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berasal

dari sisa Uang  Persediaan (UP/TU) yang  belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah
per tanggal neraca.

d. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang

Persediaan (UP) yang memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan

pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut

dapat berupa:

1) Bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara
pengeluaran di bank yang belum disetor per tanggal neraca;
atau

2) Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada
pihak ke III dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau

3) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di
akun bank Bendahara Pengeluaran.

e. Kas di Bendahara FKTP JKN;

Kas di Bendahara Puskesmas mencakup seluruh kas, baik itu

saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai berasal dari

Dana FKTP JKN yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal

neraca.

f. Kas di Bendahara Dana BOS; dan

Kas di Bendahara Sekolah mencakup seluruh kas, baik itu saldo

rekening di bank maupun saldo uang tunai berasal dari Dana

BOS yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal neraca.



II.

II1.

IV.
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g. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
Kas di Bendahara BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di
bawah tanggung jawab BLUD, yang merupakan bagian dari Kas
pada Organisasi Perangkat Daerah.
3. Setara kas terdiri dari :
a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh
tempo 3 (tiga) bulan atau kurang; dan
b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas
risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan
atau kurang.
PENGAKUAN
Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
PENGUKURAN
Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
PENGUNGKAPAN
Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan

3. Informasi lainnya yang dianggap penting

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN
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